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KO]\{ISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAII KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR: 47l Kpts/KPU-KaAl2 3293l2n0ls

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATASKEPUTUS$I KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25lKpts/KPU-Kab-012.329sr2120r5 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAI\ WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Perafuran

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 tentaog Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umtm
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonogiri tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25lKpts/tr(PU-Kab-

012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara

Tahun 1950):

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembennrkan

Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

b.

Mengingat : l.

tu
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J.

2

Undang-Undang Nomor 2 Tahrm 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

20ll tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 51 89);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (lrmbaran Negara Republik lndonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 53 16);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahrm 2014 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5656) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahrm 2012 Nomor 5'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

i

5.

7.

9.
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10.

1t.

13.

14.

15.

3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/I(ota

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum KabupatenA(ota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Seketariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Tahapaq Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota" Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suarq Dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dar/Atau Walikota
Dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atasa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur Dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil

Walikota;

16.
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t7.

18.

19.

20.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 tanggal 8

Juli 2015;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42lPUU-){Jru2015 tanggal 9
Juli 2015;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU -nIU20l5 tanggal 9
Juli 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor
25lKpts/I(PU-Wn 9-012329512/2014 tentang Penetapan Perolehan

Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dan

Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri
Tahun 2014;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor
32lKpts/KPU-Wng-012329512/2014 tentang Penetapan Perolehan

Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor
l0/KptVI(PU-Kab-012.32951212015 tentang Penetapan Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Wonogiri Tahun 2015,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor:
l2lKpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Serta

Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia

Pemrmgutan Suar4 Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Wonogiri Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor
23lKptVIOU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Jumlah

Kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai politik

Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Wonogiri Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor
24lKpts/KPU-Kab-012.3295 12/2015 tentang Penerapan Jumlah dan

Sebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta

Pernilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 201 5.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor
25lKpts/KPU-Kab-012.329512/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata

Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri
Tahun 20151

21.

22.

23.

25.

26.
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5

27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor

4llKptVKPU-KaV012.329512/2015 Tentang Perubahan Atas

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonogiri Nomor 25lKpts4(PU-Kab-012.329512/2015 Tentang

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
Tanggal 22ltlJi2Dls

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGru NOMOR 25lKptVKPU-Kab-012.329512/201s

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHTJN 2OI5

Perubahan Kedua Atas Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri Nomor 25lI(pts/KPU-Kab-012.329512/20t5
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana tercantum

dalam Larnpiran I Keputusan ini;

Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir pencalonan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 22 luli 2015

PEMILIHAN UMUM
WONOGIRI,
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR: 47lIQts/KPU-Kab-0 12.329 5 l2l 20 | 5

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25lKpts/KPU-
Kab-0r2.329512/2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHI-IN 2OI5

PERTJBAIIAN PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI

TAHUN 2015

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor 25lKpts/KPU-Kab-012.3295 12/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata cara pencalonan

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan

Keputusan Kornisi Pemilihan umum Kabupaten wonogiri Nomor 4llKpts/I(pU-Kab-

012.329512/2015 Tentang Perubahan Atas Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PERSYARATAI\ CALON DAII PENCALONAI\

A. PERSYARATAI\ CALON

Ketentuan pada angka I huruf f, huruf r, huruf s, huruf t diubah dan pada hurf f disisipi satu

angka yaitu fl , serta huruf q dihapus. Ketentuan pada angka 3, angka 5, angka ll, angka 12

dan angka 13 dihapus, serta angka 4 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

l. Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasil4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan l7 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan

Republik lndonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

menyeluruh dari tim dokter;

f. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusrn

pengadilen yang telah berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib

memenuhi syarat sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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l.

l) secrrs terbuka dan jujur mengenukakan kepada publik sebagai

mantsn terpidana; dan

2\ bukan sebagai pelaku kejahatan yang beruleng.

fl. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana peniars berdasarkan putusrn

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana,

syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

tidak pemah melakukan tercela yang dibuktikan dengan surat

keterangan catatan kepol isian;

menyerahkan daftar kekayaaa pribadi;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara

badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang rnerugikan keuangan

negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mernpunyai kekuatan hukum tetap;

l. merniliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

m. belum pemah menjabat sebagai Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau

Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa

jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubemur atau Calon Wakil

Gubemur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dar/atau Calon Walikota atau

Calon Wakil Walikota;

n. belum pemah menjabat sebagai Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati dan Walikota

untuk Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota

atau Calon Wakil Walikota;

o. berhenti dari jabatannya bagi Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati, Wakil Bupati'

Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak

ditetapkan sebagai Calon;

tidak bentatus sebagai penjabat Gubemur, penjabat Bupati atau penjabat

Walikota:

dihapus;

nemberitahukan pencalonanlya Bupati dan Wakil Bupati kepada Pinpinan

Dewan Pervakilan Rakyat bagi anggota Deryan Pelvakilen Rdryat' kepada

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggotr l)ewan Pervakihn

Daerah, rtru keprdl Pimpinrn Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah bagi

rnggotN Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai

anggota Dewan Penvakilan Ralryat Dewan Pervrkilan Drerah atau Deryen

Perwakilan Rakyat Daenh yang tidak dapat ditarik kenbali sejak

ditetapkan sebagai calon;

p.

q.

r.
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s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat
ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;

t. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Mitik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali
sejak ditetapkan sebagai calon;

u. berhenti sebagai Anggota KPU, KpU provinsi/Klp Aceh, KpU/KIp
Kabupaten/Kota" Bawaslu, Bawaslu Provinsi, panwas Kabupaten/I(ota sebelum

pembentukan PPK d"n PPS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam angka

I hurufe tidak menghalangi penyandang disabilitas.

3. Dihapus;

4. Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana

dimaksud dalam angka I huruff, dikecualikan bagi :

a. Calon yang dipidana penjara karena keelpaan ringan (culpa tevis);

b. Calon yang dipidana penjara karena alasan politik

5. Dihapus.

6. calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4
huruf b adalah orang yang mempe{uangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan
kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan

senjata.

7. Syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka I hurufm, adalah sebagai berikut:
a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan

dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh

dan masa jabatan kedua paring singkat selama 2 zz (dua setengah) tahun, dan

sebaliknya;

b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a" adalah jabatan

Gubemur dengan Gubemur, jabatan wakil Gubemur dengan wakil Gubemur,

jabatan Bupati/walikota dengan Bupati,/walikot4 dan jabatan wakil Bupati/

Walikota dengan Wakil Bupati,/Walikota;

c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sam4 meliputi:

l) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut_turut; atau

3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah

yang berbeda-

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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d. Penghitungan 5 (ima) tahur masa jabatan atau 2 % (dua setengah) tahun masa

jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dihitung sejak tanggal

pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubemur dan Wakil Gubemur,

atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang

bersangkutan.

8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka7, berlaku untuk:

a. Jabatan Gubemur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan"

dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten.

b. Jabatan Gubemur dan Wakil Gubemur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten.

9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka I hunrfn, dengan ketentuan:

a. belum pemah menjabat sebagai Gubemur untuk Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati Wonogiril

b. belum pemah menjabat sebagai Wakil Gubemw untuk Calon Bupati dan

Calon Wakil Bupati Wonogiri; dan

c. belum pemah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati

Wonogiri.

10. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka I huruf o, dengan ketentuan:

a- Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan

diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di
kabupaten /kota lain;

b. Bupati atau wakil Bupati, walikota atau wak walikota yang mencaronkan

diri sebagai Gubemur atau Wakil Gubemur di provinsi yang lain.

11. Dihapus;

12. Dihapus;

13. Dihapus.

B. PERSYARATAI\ PENCALONAI{

2. PERSEORANGAI\

Ketentuan pada huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan
persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KpU
Kabupaten.

b. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dinaksud pada huruf a, didasarkan
pada data sgregat kepedudukan per kecanatan drri kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang disampaikan

kepada KPU;
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BAB III
PEI\IYERAHAN DAI\ PENELITIAI\ DUKUNGAI\ PASAI\GAI{

CALON PERSEORANGAN

B. PENELITIAN DUKUNGAII PASAI\IGA}I CALON PERSEORANGAI\

8.1. Ketentuan pada angka 16 huruf b dan f diubah diantara Pasal 17 dan Pasal l8 disisipkan

satu angka yaitu angka 17.1, diantara angka 20 dan angka 2l disisipkan satu angka yaitu

angka 20.1 dan diantara an$a 22 dan 23 disisipkan satu angka yutu angka 22.1,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan terdiri dari:

a. penelitian administrasi;

b. penelitian faktual.

2. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan

Pasangan Calon dengan cara:

a. melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang

- terdapat dalam softcopy formulir Model B.I-KWK Perseorangan;

b. melalrukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran

yang terdapat dalan soficopy dewgan hmdcopy dengan menggunakan formulir

Model B. I -KWK Perseorangan;

3. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara softcopy dan

hardcopy, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan tanda terima

4. Dalam hal jurnlah minimal dukungan dan persebaran tidak se*ai antar"a soficopy dan

hardcopy, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen

dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki pada masa penyerahan dokumen

5. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan

- persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungaq KPU

Kabupaten menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi

syarat.

6. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses

penelitian dukungan sebagaimana dimaksud pada angka l.

7. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap

Pasangan Calon perseorangan.

8. Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 7 terjadi apabila :

a. I (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari I (satu) Pasangan Calon

atau;

b. I (satu) orang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali kepada I (satu)

Pasangan Calon Perseorangan.

9. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a"

PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual.
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10. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b,

dukungan hanya dihitung 1 (satu).

1 l. KPU Kabupaten menlusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda.

12. KPU Kabupaten menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada angka I I kepada :

a. Pasangan Calon perseorangan; dan

b. PPS melalui PPK.

13. KPU Kabupaten rnenyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan

dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.

14. Sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagairnana

dimaksud pada angka 13, pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali

dukungannya.

15. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari

setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana

dimaksud pada angka 13.

16. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 mencakup :

a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.I-KWK

Perseorangan;

b. penelitian kesesuaian antara nlmq Nomor Induk Kependudukan dan alamat

pendukung pada formulir Model B.I-KWK Perseorangan dengan fotokopi

identitas kependudukan sebagaimana dimaksud hurufA angka 11.

c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan.

d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan.

e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS.

f. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhrn syerat

usia pendukung dan/atau status perkawinan.

17. Dalam Hal fomrulir Model B.I-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas

materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 16

huruf a dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan

dukungan;

17.1Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana

dinaksud pada angka 17 pada formulir Model BA.3.I-KWK Perseorangan,

tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.

18. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.I-KWK

Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada

angka 16 huruf b dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

19. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan sebagaimana

dimaksud pada angka 16 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.
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20. Dalam hal pada fomulir Model B.I-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan

fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf d

dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

20.1 Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada

angka 20 telah habis masa berlakunyl' tetrp dinyatakan memenuhi syarat

adninistrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.

21. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS,

sebagaimana dirnaksud pada angka 16 huruf e, dukungan tenebut dicoret dan

dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon

pe$eorangan pada rnasa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai

dengan desa/kelurahan.

22. Datarr'hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka

16 huruf f dinyatakan tidak sesuai dukrmgan ters€but dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

22.1 Dilrm hal pada formulir Model B.I-KWK Perseorangan terdrprt Anggota

Tentrrl Nasional Indonesia, Kepolisian Negan Republik Indonesia dan

Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret

dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri

SipiL'

23. PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud

pada angka 16 dengan menggunakan Formulir Model BA.3.l-KWK Perseorangan

dan Lampirannya.

24. Beita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana dimaksud

pada an$,a 23 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:

a. I (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap

Pasangan Calon;

c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;

d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;

e. I (satu) rangkap untuk arsip PPS.

25. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 16,

PPS melakukan penelitian fakiual.

26. Penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 25, dilakukan untuk

membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.

27. Dalan pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari

Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
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8.2. Ketentuan diantara andka 29 dan angka 30 disisipkan satu angka yaitu angka 29.1, sertz

diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan dua angka yaitu angka 35.1 dan angka 35.2,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

28. PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal

pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif unh* mencocokkan

kebenaran nama alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.

29. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang

bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

29.1 Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.l-KWK

Perseorangan yang tidak terdapat tanda trngan Pasangan Calon perseorangan

dan materai sebrgaimana dimaksud dalam angka 17, menyatakan kebenaran

dukungannya, Pasangan Calon perseorangan membubuhkan tanda tangan

pada formulir BA3.I-I(WK Perseorangan yang diserahkan pada masa

perbaikan syarat pencalonan.

30. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukunganny4 pendukung

mengisi formulir Model 8.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar

dukungan.

31. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukunganny4 tetapi yang

bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan,

dukungannya tetap dinyatakan sah.

32. Dalam hal seorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon

pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

33. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alarnat tempat tinggal

pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

34. Dalam hal t€rdapat bulcti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta

pendukung untuk menmjukkan identitas kependudukan yang asli.

35. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari I (satu)

Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya

terhadap I (satu) Pasangan calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap

jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung' dan mencoret nama pendukung

dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung'

35.1 Dalam hal pendukung tidak membubuhkrn tanda tangan rtau cap jempol pada

formulirModelB.l-KwKPerseorangandanmenyatakankebenaran
dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tenda

trngan atau crp jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol'

35.2 Dalam hal pendukung tidak menbubuhkan tanda tangan rtau cap jempol pada

formulir Model 8.1-KWK Perreorangan dan menyatakan tidak mendukung

serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model 8.3-KWK

Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dcri

daftar dukungan.
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36. PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 28 wajib

rneminta kepala desa/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-

KWK Perseorangan dan membubuhkan caplstempel desa/kelurahan di atas tanda

Engan.

37. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan

penelitian faknal.

38. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada angka 33,

PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon

dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di

wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditenhrkan, guna

mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

39. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat

menghadirkan seluruh pendukmg sebagaimana dimaksud pada angka 38, PPS hanya

melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.

40. Dalam hal pendukung tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang

langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir

penelitian faktual.

41. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan

sebagaimana dimaksud pada angka 40, dukungan Pasangan Calon yang

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung ters€but

dicoret dari daftar dukungan.

42. PPS wajib menuangkan Hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka

28 sampai dengan angka 4l ke dalam formulir Model 8A.3.2-KWK Perseorangan

dan Lampirannya yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

43. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dirnaksud padia angka 42

dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :

a. I (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;

b. 1 (satu) rangkap rmtuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap

Pasangan Calon;

c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;

d. I (satu) rangkap untuk PPL;

e. I (satu) rangkap untuk arsip PPS.

44. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian

administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah

menerima berila acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 43 huruf b.

45. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 44 dihadiri oleh :

a. Pasangan Calon atau tim penghubung;

b. Panwas Kecamatan: dan

c. PPS.

46. Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan

keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
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Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 46 dapat diterima, PPK

melakukan pembehrlan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4'I-KWK

Pemeorangan.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 46 tidak dapat dibuktikan

kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima,

Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.l-KWK

Perseorangan.

49. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 44'

dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dan

Lampirannya.

50. Berita acara rekapihrlasi sebagaimana dimaksud pada angka 49, dibuat dalam

rangkap 4 (emPat), Yaitu:

a. I (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;

b. I satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;

c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;

d. I (satu) rangkap untuk arsip PPK.

KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan

berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling

lama4(empat)harisetelahrnenerimaberitaacaradariPPKsebagaimanadimaksud

dalam angka 50 huruf b.

Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5l dihadiri oleh :

a. Pasangan Calon atau tim penghubung;

b. Panwas KabuPateq dan

c. PPK.

53. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan

keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung'

54. Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 53 dapat diterim4 KPU

KabupatenmelakukanpembetulandanmencatatdalamformulirModelBA.5.l-KwK

Peneorangan.

55.Dalamhalkeberatans€bagaimanadimaksudpadaangka53tidakdapatdibuktikan

kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima

Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Formulir Model BA'5'l-KWK

Perseorangan.

Hasil rekapihrlasi junrlah dukungan sebagairnana dimaksud pada angka 51

dituangkan dalam berita acara formulir Model BA'5 -KWK Perseorangan dan

Lampirannya.

Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 56' dibuat dalam

rangkap 3 (tiga), Yaitu:

a I (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon'

51.

57.

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

b. I (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;

c. I (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

B.3. Ketentuan pada angka 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

58. Pasangan Calon perseorangan atau salah satu Calon perreorangen yang

mengundurkan diri pada misr penelitian administrasi dan faktual dukungan di

tingkat PPS sampri dengsn rekapitulasi junlah dukungan, dinyatakan tidak

lagi memenuhi syarat dan tidak dapat digrnti dengan Calon lain.

59. Pasangan Calon atau salah satu Calon perseorangan yang mengundurkan diri

sebagaimana dimaksud pada angka 58, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon

atau Calon oleh Partai Politik atau Gabungarl Partai Politik.

60. Calon pers€orangan yang b€rhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa

penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat

diganti dengan Calon baru paling lama 5 (lirna) hari sejak Calon tersebut berhalangan

tetap atau meninggal dunia.

61. KPU Kabupaten mengumumkan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka

60 kepada masyarakat.

62. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 61 dilakukan paling lama 2 (dua)

hari sejak masa penggantian Calon berakhir.

63. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sarrpai dengan

3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

64. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon

paling lama 3 (iga) hari sejak dokumen Calon pengganti diterima.

65. Pasangan Calon perseoftmgan yang telah mengikuti proses penelitian

administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan penelitian faktual

sebagaimana dimaksud pada an$a 25, dukmgan tidak dapat diajukan sebagai Calon

dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV

PENDAT"TARAN PASAIIGAN CALON

A. PENGUMUMANDAIYPENDAT'TARAN

Ketentuan pada angka ll ditambah tujuh angka yakni angka ll.l, angka 11.2, angka 11.3,

angka 1 1.4, angka I 1.5, angka I 1.6, serta angka I 1.7 dan angka l6 diubah sehingga berbunl

sebagai berikut :
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4.
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KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir

tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa

pendaftaran Pasangan Calon.

Menteri sebagaimana dimaksud pada angka I menyampaikan salinan keputusan

terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada I(PU

sesuai dengan permintaan KPU.

KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi

dan/atau kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa

pendaftaran Pasangan Calon.

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan

Partai Politik tingkat provinsi danlatau kabupaten/kota kepada KpU sesuai dengan

permintaan KPU.

KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2

dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud

pada angka 4 kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten sebelum masa

pendaftaran Pasangan Calon.

Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dilal:ukan

oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KpU provinsi meminta kepengurusan

Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Pimpinan partai politik tingkat provinsi

sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana

dimaksud pada angka 4 dan angka 6, Partai politik tidak dapat mendaftarkan

Pasangan Calon.

Keputusan tentang kepengurusan Partai politik tingkat pusa! tingkat provinsi dan

tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 4, atau angka 6

menjadi pedornan bagi I(PU Provinsi atau KpU Kabupaten dalam penerimaan

pendaft aran Pasangan Calon.

Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan partai politik

tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka I masih dalam proses penyelesaian

sengketa di pengadilan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten menerima pendaftaran

Pasangan calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan

kepengurusan Partai Politik.

Apabila d"lam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 9

terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan

Menteri, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten tidak dapat menerima pendaftaran

Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang

penetapan kepengurusan Partai Politik.

7.

9.

10.
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11. Apabila delam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka l0
belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melahrkan kesepakatan perdamaian

untuk membentuk I (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan

undangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten menerima pendaftaran pasaagan calon

berdasarkan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan partai

Politik hasil kesepakatan perdanaian.

11.1 Dalrm hal kesepaketan perdamaian untuk nenbentuk I (satu) kepengurusan

Partei Politik sebagaimana dimeksud pada angka ll tidak tercapai, sambil

menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, partai politik

dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapet memberikan

penetujuan untuk I (satu) Pasangan Calon yang sama.

ll.2 Delam hal kepengurusan Partri Politik di tingket provinsi ateu kabupaten hanya
terdapat 1 (satu) kepengurusen, pengurus partai politik di tingkat pusat
menuangkan dalan sunt petryrtmn keberadaan I (satu) kepengurusan di
tingkat tersebut

ll3 Dalam hal kepengurusan partli politik di tingkat provinsi atau kebupeten
terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-nasing pengun* psrtai politik
nengrjukan I (satu) Pasangan calon yang sama sesuai dengan persetujurn
Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka ll.l.

ll.4 Dalan hal kepengurusan Partai politik di tingkat provinsi atau krbupaten
terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan partai politik lain.
masing-masing pengums Partai Politik tersebut mengajukan I (satu) pasangan

Calon yeng sana pada Gabungan partai politik ying srma sesuai dengan
persetujuan Partei Potitik di tingket pusat sebrgaimana dimeksud pada angke
11.1.

11.5 Apabila petrgurus Partai Poritik sebagaimana dimaksud pada angka rl,r,
mengajukan Pasangen Calon yang berbeda dan/ateu mengusulkan pasangan

Calon yang srms tetrpi pada Gabungan partai politik yang berbeda, KpU
Kabupaten menolak pendaftaran pasangan Calon dimaksud.

ll.6 Dalam hal terdapet putusan pengadilan yang teleh berkekuatan hukum tetap,
pelayrnan terhadap peserta Pemilihan dan partai politik atau Gabungan partai
Politik pengusung beraedoman pada putusan pengadiran yrng berkekurtrn
hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.

11.7 Proses yang telah dan sedrng berlangsung pada saet adenya putusan penga.dilan
yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan partai politik atau
Gabungan Partai Politik tidak dapat menarik pengajuan pasangan (al6aaya.

l"
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12. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa

dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonogiri tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

13. Dalam Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka

12 dicantumkan :

a. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B angka I

huruf a dan Bab II Huruf B angka 2 huruf a;

b. Waktu penyerahan dokumen dukungan;

c. Tempat penyerahan.

14. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari

terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 12.

15. Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilakukan paling

lambat pukul 16.00 WIB.

16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten mendaftarkan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten selama masa

pendaftaran sebagaimana dinaksud pada angka 14.

17. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16, pafiai

Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :

a. ketentuan BAB II huruf B angka I huruf b dan huruf c;

b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai politik tingkat pusat tentang persetujuan

Pasangan Calon dan dokumen syarat Calon; dan

c. menyertakan Keputusan Pimpinan partai politik tingkat pusat tentang

Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dar/atau kepengurusan partai politix

tingkat Kabupaten.

18. Pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri kepada Kpu Kabupaten selama

masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14.

19. Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan pasangan calon sebagaimana

dimaksud pada angka l6 dan angka l8 wajib hadir pada saat pendaftaran.

20. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan partai politik atau salah seorang calon atau

Pasangan calon atau Pasangan calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 19, partai politik atau Gabungan

Partai Politik atau Pasangan calon, Pasangan calon perseorangan tidak dapat

melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan

yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi

yang berwenang.
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DOKUMEN PERSYARATAI\ PENCALONAN DAN PERSYARATA]\ CALON

B.l. Ketentuan angka I huruf c, huruf n, huruf x, dan huruf y diubah, serta huruf I huruf g,

dan huruf i dihapus, diantara huruf x dan huruf y disisipkan satu angka yaitu huruf x.l

sehingga berbunyi :

l. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud

dalam huruf A angka 2l huruf 4 wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri

atas:

sumt pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau pam

Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan

formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan

menggunakan Formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai

bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagairnana dimaksud dalam BAB II
huruf A angka I huruf a, huruf b, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf

r, huruf s, huruf t dan huruf u nenggunekan formulir Model BB.1 KWK;
surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :

l) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon

yang berstatus Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota

dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan

2) surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal

Calon yang berstatus Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati, Wakil Bupati,

Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.

surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :

l) surat p€mberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

2) tam.da terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

dihapus;

dihapus;

surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan

pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai

Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/I(ota;

dihrpus;

f.

g.

h.
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j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti

pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A

angka I huruf g;

k. surat keterangm catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pemah/tidak

pemah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf

A angka I huruf h yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah

kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari

instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara

sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II

hurufA angka I huruf i;

m. surat k€terangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan

keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana

dimaksud dalam BAB II huruf A angka I hurufj;

n. sunt keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah menpunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan

niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana

dimaksud dalan BAB II hurufA angka t huruf k;

o. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda

terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (ima) tahun terakhir atau

sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai

tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang

benangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana

dimaksud dalam BAB II huruf A angka I huruf 1;

p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan

Pimpinan Partai Politik atau pam Pimpinan Gabrmgan Partai Politik bagi Bakal

Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan

ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan

formulir Model BB.2-KWK;

q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

r. fotokopi IjazalrlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh

instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon

sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka t huruf c;
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s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan

Calon;

t. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan;

u. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 2l

huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik;

v. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 2l

huruf i bagi Pasangan Calon perseorangan;

w. pasfoto terbaru masing-masing Calon ukuran 4cm x 6 cm berwama sebanyak 4

(empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal

Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua)

lembat beserta s oft c opy.

x. bagi Calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud

dalam BAB II huruf A angka t huruf f wajib menyerahkan :

l) surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan

jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan

bukti dimuat pada surst kabar lokaVnasional; dan

2) surat keterangal yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan

bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor.

x.l bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak ber.sedia secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
sebagairnana dimaksud dalam BAB II huruf A angka I huruf f.1, wajib
menyerahkan surit keterangan telah selesai nenjalani pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala
lembaga pemasyarakatan;

y. bagi Calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaa n fingam (culpa

Ievis) ilanlatat alasan politik sebagainana dimaksud delam BAB II Huruf A
angka 4 huruf a dan huruf b wajib nenyerahkan surat keterangan dipidana

karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik berdasarkan

putusan pengadilan yang telsh nemperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putus&n.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirarmya sebagaimana dimaksud pada angka

I huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para pimpinan partai

Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat

keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

Pengesahan surat p€ncalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka

I huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.

J.
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8.2 Ketentuan diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 7 angka yaitu angka3.l, angka3.2,

angka 3.3, angka 3.4, angka 3.5, angka 3.6 dan angka 3.7 sehingga berbunyi sebagai

berikut :

3.1 Masing-masing Partai Politik yrng mempunyai 2 (dua) kepengurusan di thgkrt
pusat sebaglimana dimrksud dalam angka 11.1 menyerahkrn keputusan

persetujuan Pasangan Calon kepada pengurw Partai Politik tingkat provinsi

atau kabupaten.

3.2 Dalam hal kepengurusan Prrtri Politik di tingkat provinsi atau kabupaten

terdapat 2 (dua) kepengurusan, nasing-masing pengurus Partai Politik tingkat

pusrt menyerahkrn keputusan penetuiurn Pasangan Calon kepada masing-

masing pengurus di tingkat provinsi atru kabupaten.

33 Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat

provinsi atau krbupaten/lrota sebagrimanl dimaksud prdr rngkr 3.1 dan

rngka 3.2 nenyerahkan dokumen penyarrtrn pencrlonNn dan persyaratan

Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten.

3.4 Dalan hal pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud ttru 2 (dua)

kepengurusan Prrtai Politik tingkat provinsi atau kabupaten sebageimana

dimaksud pada angka 3.3 bergabung dengan Partai Politik lainr Gabungan

Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyarrtrn calon keprda KPU Kabupaten.

3.5 Dokumen penyarrtan pencdonrn drn persyaratan calon yang waiib

disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat

krbupaten kepada KPU Kabuprten sebagaimana dimaksud pada angka 3'l dan

angka 3.4 terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada angkr I huruf a

dan angtra 4 huruf b sampai dengrn huruf f dilengkapi dengan:

r. Keputusrn dari masing-masing Pinpinan Partai Politik tingkat pusat yang

mempunyai 2 (due) kepengurusan tentrng perretuiurn Pasangen Calon

mcng$tnrkrn formulir Model 8.1-KWK Parpol;

b. surat p€tnyNtmn keberadaan 1 (satu) kcpengurusan di tingbt proviNi itru
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 112 ;

3.6 Dokumen persyrrattn pencalonan dan persyaratan calon yang wejib

disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau

kabupaten atau Gabungan Partei Politik kepada KPU Kabupeten sebagainana

dinaksud pada angka 3.2 dan angka 3.4 terdiri alas dokumen sebagaimana

dimaksud drlam angka I huruf a, dilengkrpi dengan:

t 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan ying masing-masing ditandrtangani

oleh pimpinan masing-mlsing pengurus Partai Politik yang mempunyei 2

(dua) kepengurusrn itru pira pimpinrn Partai Politik yang belgabung

menggunakan fonnulir Model &KWK Parpol;

b. Keputusan dari masing-masing Pimpinrn Partai Politik tingkrt pusat ymg

nempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon

menggunekan fornulir Model 8.1-KWK Parpol;
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2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing

ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang

menpunyai 2 (dua) kepengurus&n atau para pimpinan Partai Politik yang

bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunrkrn fomulir
Model B.2-KWK Parpol;

2 (dua) dokumen surrt pernyltaan keseprkrtm yrng masing-mesing

ditandatangani oleh pimpinan mashg-masing pengurw Partai Politik yang

menpunyai 2 (dua) kepengurusrn rtau para pirnpinan Partai Politik yang

bergabung dengan Pasangrn Calon untuk mengikuti proses Pemilihan

menggunakan formulir Model B3-KWK Parpol;

2 (dua) dokumen surrt pernyatarn yang masing-masing ditandatangani

oleh pimpinan mrsing-mrsing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2

(dua) kepengurusan ltiu pan pimpinan Partai Politik yang bergabung

yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Crlon sesuai dengrn

Rencana Penbangunan Jangka Panjang (RPJP) I)aerah, ditandatangani

oleh Pimpinan Partai Politik atsu Gabungsn Partai Politik menggunrkrn

formulir Model B.,|-KWK Parpol;

fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik

atru Gabunga.n Partai Politik ltas nanl cllon drn spesimen tandi tangan

sesuai kesepakatan;

1 (satu) berkas dokumen administrasi persyrratrn Bakal Calon

sebagaimana dinaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

Ketenfuan sebagaimlna dimaksud dalam angka 6' angka 7' angka 8 serta engka

9 berlaku mutatis mutrndis untuk pemenuhan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai

Politik tingkrt pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan.

Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka I huruf a meliputi:

a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan

Calon menggunakan Formulir Model B. I-KWK Parpol;

b. surat pemyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk

mengusulkan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.2-KWK Parpol;

c. surat pemyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan Formulir

Model B.3-KWK Parpol;

d. surat pemyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program

Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

menggunakan Formulir Model 8.4-KWK Parpol;

e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan

bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon; dan
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f. dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka

l.

5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud

dalam angka I huruf b, meliputi:

a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 57 huruf a;

b. dokumen dukungan berupa surat pemyataan dukungan dan lampirannya

sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 8, menggunakan Fomrulir

Model B. I -KWK Perseorangan;

surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program

Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.4-

KWK Perseorangan;

naskah visi, misi dan progrttm Pasangan Calon mengacu pada Rencana

Pernbangunan Jangka Par{ang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan

Calon:

fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Calon Perseorangan;

dan

f. dokumen administrasi persyaratan Calon Perseorangan sebagaims6 dimaksud

pada angka l.
Pada saat pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf

A angka 16 sampai dengan angka 20, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

Pasangan Calon Perseorangan:

a- mendaftarkan Tim Kampanye;

b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada I (satu) bank.

Tata Cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf 4
berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor

30/Kpts/KPU-K ab.012.329 5 12120 I 5 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud

dalam angka 1, dimasukkan ke dalam map dan dihrlis dengan huruf kapital nama

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan

Calon perseorangan.

Surat pencalonan beserta dokumen adminishasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud

pada angka 8, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. I (satu) rangkap salinan.

6.

7.

9.
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BAB V
PEIYELITIAN DOKUMEN PERSYARATAII PENCALONAT{

DAI{PERSYARATAN CALON

A. PEI\IELITIAI\ PERSYARATAI\ PENCALONAI\I DAI{ PERSYARATAI\ CALON

Diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan dua angk4 yaitu angka 15.1 dan angka 15.2

sehingga berbunyi sebagai berikut :

l. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat

Kabupaten untuk :

a- Menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan

KPU Kabupaten;

b. Menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan

pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan keputusan KPU Kabupaten;

2. KPU Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani

sebagaimana dimaksud pada angfta I huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai

rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;

3. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud pada angka I huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau

Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk

melakukan Pemeriksaaan kesehatan rohani dan iasmani.

4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon

sebagaimana dirnaksud pada angka 3 rnenyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan

jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten sebagai bukti kebenaran kelengkapan

persyaratan Pasangan Calon,

5. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 bersifat final dan

tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

6. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan

dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon paling lama 7

(tujuh) hari.

7. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam formulir

Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud

pada angka 6 meliputi penelitian terhadap :

a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang

bergabung sesuai tingkatannya;

b. tanda tangan Pasangan Calon;

c. materai: dan

d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

9. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah

lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
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a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat

yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;

b. Iegalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang

baru, apabila perguuan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon

berkuliah telah berganti namq

c. legalisasi yang dilahrkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/I(oordinator

Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berad4

apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi

lagi

Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah

lain, fotokopi ijazaVSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal Calon yang

bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang

menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota

tempat sekolah dimaksud pemah berdiri.

Dalam hal ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal Calon yang bersangkutan

tidak dapat ditemukan atau hilang, Calon wajib menyertakan surat keterangan

pengganti ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

Dalam hal ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal Calon yang bersangkutan

tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak

beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah

yang dikeluarkan oleh Instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan

pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud

pemah berdiri.

13. Pengesahan fotokopi ijazahl Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari

sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau

instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

14. Pengesahan fotokopi ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari

sekolah asing di Indonesia dan sekolah intemasional dilakukan oleh kepala sekolah

yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

15. Pengesahan fotokopi ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari

sekolah asing di luar negeri dilahkan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang

menyelenggarakan urusan pendidikan.

15.1 Apabila dalam proses penelitian penyarstan sdninistrasi sebagaimana

dimaksud dalam angka 6 dan angka 7, sunat keterangan catatan kepolisian

terd{pst crtatan masdrh hukum, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke

Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk nenastikan adanya putusan

yang berkekuatan hukum tetap

ll.

12.
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15.2 Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap

sebagaimana dimaksud pada angka 15.1' KPU Kabupaten melakukan

klarifrkasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa

yang bersangkutan:

a. pernah dipidana penjrra; atru

b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

sebelum jadwal pendaftaran.'

16. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan

dokumen persyaxatan pencalonan dan/atau persyamtan Calor\ KPU Kabupaten dapat

melakukan klarifrkasi kepada instansi yang berwenang.

17. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana

dimaksud pada angka l6 dalam berita acara.

18. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6

dan angka 7 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.

19. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 18,

dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan Calon dinyatakan belum

lengkap dar/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, partai

Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan calon perseorangan diberi

kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga)

hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KpU Kabupaten.

20. Perbaikan dokumen persyaxatan sebagaimana dimaksud pada angka 19 dikecualikan

bagi Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan

jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.

21. Dalam hal Calon atau Pasanqan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan

jasmani dan rohani dan/atzu bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang

bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau pasangan Calon baru.

22. Penggantian Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2l dilakukan pada

masa perbaikan.

BABVI

PENETAPAI\ DAN PENGUMUMAN PASAI\GAI\ CALON

Ketentuan pada angka 4 dan angka 5 diubah sehingga berbunyi :

l. KPU Kabupaten menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan

Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara

Penetapan Pasangan Calon.
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Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, I(PU

Kabupaten menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan

KPU Kabupaten.

3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka 2 di kantor KPU Kabupaten.

Bagi Calon yrng berstatus sebagai Anggota Dewan Pelvakilan Rakyat, Dewan

Penvakilan Daerah atau l)ewan Pervakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentrri
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri

Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabet yang bervenang tentrtrg

pemberhentien sebagri Anggota Dewan Pervakilan Rakyat' Dewan Perwakilan

Doerah atau Dewan Pervakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil

kepada KPU Kabupaten/ paling lanbat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan

sebagei calon,

Bagi Calon yang ben tatus sebagai pejabat atlu pegawri pada Badan Usaha

Milik Negara atru Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan

pejabat yang bervenang tentrng penberhentian dari Badan Usaha Milik
Negan rtru Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat

60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebegai calon.

Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan

angka 5 dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB IX

PENTA{DAAI\

Ketentuan pada angka 1, angka 4, angka 7, angka S,angka 9, angka 10, dan angka 13 diubah,

sedangkan an$a 2, angka 3, angka I I dan angka 12 dihapus, serta diantara angka 4 dan angka 5

disisipkan 3 angka yaitu angka 4.1, angka 4.2 serta angka 4.3, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

1. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangu Calon hanya

terdrpat I (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang

mendaftar, KPU Kabupaten nemperpanjang masa pendaftaran Pasangan

Calon paling lama 3 (tiga) hari.

2. Dihapus;

3. Dihapus;

4. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanye

terdapat I (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang

mendaftar sebagaimana dirnaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menetapkan

keputusan penundaan seluruh tahrpan dan Pemilihan diselenggarakan pada

Pemilihan serentak berikutnva.
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4.1 Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persysratrn pencalonan dan

persyaratan calon tidak ada atru hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang

memenuhi penyaratan, KPU Kabupaten membuka kenbali pendafttrln

Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.

Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi

p€nyrratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada angka 4.1.

Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kenbali masa pendaftaran

hanya terdapat I (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang

mendaftar sebagaimana dimaksud pada angka 4.1' KPU Kabupaten

menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pspilihan

diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada angka I sampai dengan angka 4, diberitahukan kepada Pimpinan

Dewan Perwfilan Rakyat Daerah Kabupaten rmtuk diteruskan melalui Bupati dan

selanjutnya disampaikan oleh Gubemur kepada Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten

tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana

dimaksud dalam BAB VIII angka 7 mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang

dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan penetapan Pasangan

Calon peserta Pemilihan.

Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dengan Keputusan

KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3

(tiga) hari.

9. Dalam hal penundsrn sebagaimana dimaksud pada angka 6 mengakibatkan

tahapan pemungutan suara tidak dapat dihksanakan secara serentlk pade hari

yrng srma' KPU Kabupaten menetrpkrn keputusan penundaan seluruh

tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan rcrentak berikutnya.

10. Dalam hat terdapat Cdon atau Pasangan Calon yang berhalmgan tetrp yrng

mengakibatkan tahapan pemungutrn su|rr tidrk drpat dihksanakan pada hari

pemungutan surra yang telah ditentukan, KPU Krbupaten menunda

pelaksanaan seluruh tahapan pemiihan.

11. Dihapus.

12. Dihapus.

13.KPUKabuprtenmenetapkankeputussnpenundaanseluruhtahapan
seb|glimrna dimaksud prdr rngkr 10 dan Pemilihan diselenggarakan pada

Pemilihan serentak berikutnYa.

5.

6.

1
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BAB XII
KETENTUAIY LAIN.LAIN

Ketentuan diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan dua angka yaitu angka 2.1 dan angka 2.2 serta

ditambah satu angka yaitu angka 9, sehingga berbunyi sebagai berikut :

l. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesi4

Pegawai Negeri Sipil, KPU, KpU provinsi/Iilp Aceh, dan KpU/KIp
Kabupaten/Kot4 PPK, PPS, KppS, Bawasl,, Bawaslu provinsi, panwas

Kabupaten/Kot4 Panwas Kecamatar! ppl-, pegawai kesekretariatan penyelenggara

Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada pasangan

Calon perseorangan.

2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti

adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka r, dukungan dimaksud

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

2.1 Pasangan calon dapat mencantumkan gelar akademilq gelar sosiavadat,
dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarar
calon.

2.2 Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2.1
dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.'

3. untuk memudahkan pelaksanaan proses pencaronan sejak masa penyerahan dokumen
Pasangan calon peneorangan sampai dengan penetapan pasangan calon

peserta Pemilihan, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan sarana teknolosi.
Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai politik
baru dengan badan hukum yang baru, KpU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan
atau keputusan kepada Menteri.

Kepala Desa yang dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik atau
mencalonkan diri secara pers€oftrngan menjadi pasangan Calon, wajib
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui camat yang dibuktikan
dengan tanda terima pemberitahuan.

Perangkat Desa yang dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik atau
mencalonkan diri secara perseorangan menjadi pasangan Calon, wajib
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan
tanda terima pemberitahuan.

Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah,/surat
Tanda Tamat Belajar (STTB) pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang
pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan Calon, KpU Kabupaten
meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

7.
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Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 7 menyatakan

ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazahl

Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan

Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

BAB XIII
KETENTUAI\ PENUTUP

Pedornan teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

UMUM
WONOGIRI,

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Jvli2015
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR: 47lKpts/KPU-Kab-012.3295 12/201 5

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25lKptVKPU-
Kab-012.329512/2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BTJPATI DAN WAK]L BIJPATI
WONOGIRI TAHUN 2015

DAFTAR PERUBAIIAN BENTUK DAI{ JEI\TIS FORMULIR PENCALONAI{
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAIIUN 2015

1 Model BB.l-KWK Surat Pemyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati

2. Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati

J. Model BB.3-KWK Surat Pemyataan Pengunduran Diri

4. Model BA.2-KWK
Perseorangan dan
Lampiran Model BA.2-
KWK Perseoransan

Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

5. Model BA.3.l-KWK
Perseorangan dan
Lampiran Model BA.3.1-
KWK Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap
Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia
Pemungutan Suara

6. Model 8A.3.2-KWK
Perseorangan dan
Lampiran Model BA.3.2-
KWK Perseoransan

Berita Acara Hasil Penelitian Fakhral Terhadap
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia
Pemungutan Suara

,7
Model BA.4-KWK
Perseorangan dan
Lampiran Model BA.4-
KWK Perseoranean

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat
kecamatan

8. Model BA.S-KWK
Perseorangan dan
Lampiran Model BA.5-
KWK Perseorangan

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat
kabupaten

9. Lampiran Model
BA.}IP-KWK

Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan
Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan
Penyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati

10. Lampiran Model BA.HP
Perbaikan-KWK

Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan
Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan
Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
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11. Lampiran Model TT.l-
KWK

Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati

12. Lampiran Model TT.2-
KWK

l,ampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati
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MODELBB.I.KWK

SURAT PER}TYATAAN

CALON BUPATI/WAKIL BUPATI *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. NIK

c. Jenis Kelamin

d. Pekerjaan

e. Tempat dan Tanggal
LahirAJmur

f. Alamat

.../........ Tahun

menyatakan dengan sebenamya bahwa saya

A. I'MUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negar4 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaanl T Agustus Tahun
1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

' :*......*. .::l-*::T. 
diri sebagai calon Bupati atau wakil Bupati

4. belum pemah menjabat sebagai Gubemur atau Wakil Gubemur*), Bupati atau Wakil
Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama;

5. belum pemah menjabat sebagai:

a. Gubemur untuk Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota atau Calon Wakil Walikota;

b. Wakil Gubemur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota,
atau Calon Wakil Walikotal dan

c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota;

6. tidak berstatus sebagai penjabat Gubemur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
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B. KHUSUS

n l. Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, dan

na-

nb

Secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan

terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dengan

melampirkan bukti pengumuman yang dimuat pada surat kabar lokaUnasional

serta Surat Keterangan dari Kepolisian Resor, atau

Tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai

mantan terpidan4 tetapi telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5

(lima) lahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dengan dibuktikan Surat

Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (ima) tahun

sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari Kepala lembaga pemasyarakatan.

Berhenti dari jabatan sebagai Gubemur/ Wakil Gubemur/ Bupati/ Wakil BupatV

Walikota/ Wakil Walikota +) yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan

sebagai calon dan pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi surat permohonan

pemberhentian dari jabatan dan salinan surat keterangan bahwa permohonan

berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses

yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat

keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling

lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan calon/pasangan calon peserta

Pemilihan.

Memberitahukan pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa

saya mencalonkan diri sebagai Gubemur/ Wakil Gubemur/ Bupati/

Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota*) dengan melampirkan surat

pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD*) dan

mengundurkan diri sebagai anggota DPR/DPD/DPRD*) serta akan menyampaikan

Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang

paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta

pemilihan.

n2

n3

n
tr
n
n

n 
4. Mengundurkandirisebagai

a. Pegawai Negeri Sipil

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia"

c. Kepolisian Negara Republik Indonesi4 atau

d. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Us$a

Milik Daerah.

sejak ditetapkan sebagai calon, dan menandatangani surat pemyataan pengunduran
diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan
dan akan menyampaikan Surat Keputusan pemberhentian yang ditandatangani
pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan
calon/pasangan calon peserta pemilihan.
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5. Berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/ICP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum
pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari
pejabat berwenang.

Memberitahukan pencalonan saya selaku :

a. Kepala Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubemur/ Wakil Gubemur/
Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota *) dengan menyampaikan
surat pemberitahuan pencalonan kepada Bupati/Walikota melalui Carnat yang
dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;

nb Perangkat Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubemur/ Wakil
Gubemur/ Bupati/ Wakil Bupatil Watikota/ Wakil Walikota *) dengan
menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Kepala Desa melalui
Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya unhrk
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan

Calon Bupati / Wakit Bupati *)

Keteransan :*) pilih salah satu
**) beri tanda I V ] pada kotak yang tersediajika sesuai
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MODELBB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)

Nama Lengkap

Tempat/Tanggal Lahir

NIK

Usia

Alamat Tempat Tinggal

Email

Jenis Kelamin Lakilaki / Perempuan t)

Status Perkawinan Kawin / Belum Kawin / Pemah Kawin *)

Agama

NPWP

Hobi

Moto Hidup

A. Data Pribadi

B. Riwavat Pendidikan *i)

Pendidikan Informal

Jenjang Institusi Tahun (masuk - lulus)

Pendidikan Formal

Jenjang I Institusi I Tahun (masuk - lulus)
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C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan Institusi Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan Institusi Tahun

E. Publikasi **)

Judul Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan Institusi Tahun
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G. Data Keluarga

H. Lainlain:

Hubungan
Keuarga

Nama Pekerjaan

Isni/Suami

Jumlah Anak

Anak

2.

3. dst

a

Daftar riwayat hiduP

sebagaimana mestinya.

Partai

Ketua

(..........................)

Partai

Ketua

Mengetahui ** *)

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain t)
Kabupaten

Yang Mengajukan Pasangar Calon

ini dibuat dengan sebenamya unhrk digunakan

Yang nembuat pernyataan
alon Bupati / Wakil BuPati *)

Sekretaris

(..........................)

Sekretaris

(..........................)(..........................)
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Partai

Ketua

(..........................)

Sekretaris

(..........................)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu
**) dimulai dari tahun yang lebih awal
***; diisi apabila calon diajukan oleh Partai PolitiVGabungan Partai Politik

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

MODf,LBB.3-KWK

SURAT PERNYATAAN PDNGI,INDURAN DIRI *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a.

b.

d.

e.

f.

Nama

NIK

NIP / NRP Anggota
TNI/POLRI/ NA DPR/
DPD/DPRD'I.)

Golongan / Pangkat

Jenis Kelamin

Tempat dan Tanggal
LahirAJmur

Alamat Tempat Tinggal

..../ ........ Tahun

menyatakan dengan sebenamya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubemur,
Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota **) sampai saat ini masih berstatus sebagai :

a. Anggota DPRTDPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota **)

b. Pegawai Negeri Sipil

c. Anggota Tentara Nasional lndonesi4

d. Kepolisian Negara Republik lndonesia, atau

e. Pejabat atau Pegawai BUMN / BUMD **).

dan dalam rangka pemenuhan syarat calon, saya bersedia mengundurkan diri dan tidak akan
menarik kembali pengunduran diri saya serta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian
yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah
ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubemur/wakil Gubemur, Bupati,AVakil
Bupati, Walikota/Wakil Walikota **)

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Yang membuat pernyrtaan

alon Bupati / Wakil Bupati *)

Keteranqan :*) wajib diisi oleh anggota DPR/DPD/DPRD, PNS. Anggota TNVPOLRI, Pejabat atau Pegawai
BUMN/BUMD yang mencalonkan diri$) pilih salah satutt) beri tanda I V ] pada kotak yang tersediajika sesuai

n
n
tr
n
n
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MODELBA.2-KWK
PERSEORANGAN

BERITAACARA
HASIL PENELITIAN DUGAAI\ KEGAI\DAAI{ DUKTJNGAI{

PASAI{GAI\ CALON PERSEORANGA}I
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan Tahun dua ribu

bertempat di....................".., KPU Kabupaten ....... telah

melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan calon

Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati .................... atas nama :

l. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Kabupaten telah melakukan

penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan

Wakil Bupati, yaitu:

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau

2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali kepada I (satu) Pasangan

Calon perseorangan;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah

sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan calon Perseorangan Bupati dan wakil

Bupati sebanyak ...................... oftmg;

2. Jurnlah pendukung Pasangan calon Perseorangan yang memberikan dukungan

kepada lebih dari I (satu) pasangan calon sebanyak

orang, dan tetap dinyatakan rnendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan

penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS.

3. Jumlah pendukung Pasangan calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih

dari I (satu) kati kepada I (satu) pasangan calon perseorangan sebanyak """"""
orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitrmg I (satu) dukungan;

4. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yrng memenuhi syarat setelah

dilakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu)

dukungan ( No. I -No.3), sebanYak

5. Rincian Jumlah pendukung Pasangan calon Perseorangan tersebut angka l, 2,3 dan 4 di

masing-masing Desa/Kelurahan dan Kecamatan, sebagaimana pada LAMPIRAN MODEL

BA.2-KWK PERSEORANGAN.
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Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing- masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

l. I (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. I (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;

3. I (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;

4. I (satu) rarrgkap untuk arsip; dan

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

I Ketua

2 Anggota

5 Anggota

^
Anggota

f Anggota
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LAMPIRAN
MODELBA"2.KWK
PERSEORANGAI\

TABEL REKAPITTJLASI HASIL PEI\ELITIAII
DUGAAi\ KEGAIIDAAN DUKUNGAI{ PASAIIGAI\I CALON PEREORANGAI\I

DALAM PE1}trLIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

T. CALON BUPATI

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO
NAMA

KECAMATAI!
JUMLAH

DESA/KEL
NAMA

DESA/KELI,JRAHAN

HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAI\I

l. Jumlsh P€ndukurg
Y8D8 Dirjukrtr
PisrngaD Crlon
Perseortngan

2. Jumhh PcBdukurg
Pasrn8.n Cdon

Perseoratrgaa yang
mcmberik r drkungrn

krp.dl lebih drri l(srtu)
ps3rtrgrn crlor, drn tetlp

diryatrksn mcndukong tctapi
schnjutnyr rkrtr dihkukrr
pcrclitiatr frkturl terb.dsp

yrtrg bcrsmgkutrr olch PPS

3. Jllmhh PcndukunS
PasergrD Crlotr

Pcrceoringr! yrng
mcmberikaa dukungan
lcbih drri I (s.tu) krli

kepadr l(lstu)prsrn88n
cslon, drn schnjutnya

deklngan yang
berssngkutsr hrny!

dihiturg I (utu) dukungrn

4. Jumhh Perdukurg
P$sngrtr Cdon

Porccorrng|n yeng
memcouhi sysrat, s€tclah
dilrkukro p€ogr.rngstr

terhrdrp jumhh
dukungro glodr ysrg
h|nyr dihiturg I (srtr)

dukutrgrn I No. I -No.3
I

Keterr
ngin

I , 3 4 5 6 7 8 9

I I Orang

z. Orang

3. dst Orang

2 I Orang

2. Orang

3. dst Orang
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HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGA}IDAAN

NO
NAMA

KECAMATAN
JUMLAH

DESA/KEL
NAMA

DESA/KELURAHAN
l. Jumlrb Pcrdukung

Yerg Diejukrn
Prsengal Calol

Pcrseorangrn

2, Junleh Pcndukung
P$rngrn Cdotr

Perscorrogrtr yttrg
memberikrn drkungro

kepdr lcbih drd l(srtu)
prsrtrgro crbtr' drn tctrp

dhyrt k r meodukuog Gtrpi
selrojutnye rkrn dilekukan
pcaclitiu frldual tcrhrdaP
y.!g bcrsrngkutr! oleh PPS

3. Juml.b Petrdukutrg
Prsrng.D Crloo

Pcrscorrngatr yrng
memberik D dukuog|!
lebib drri I (srau) krli

klprdr l($tu) prsrlgtn
cslon, drD schDiutnyr

dckulgen yrng
bcBrn8k[trD hrtryr

dihitun! I (srtu) dukuDgrtr

4. Jumhh Pcndukrog
Pasrngen Crlon

Pcrrrorrtrgro y8trg

mcmctrubi syrnt, 3€tchh
dilakukrn pcngurergrn

tcrhrdap jumlah
dukungan gande yang

hrtryr dihitutrg I ($tu)
dukurgrn INo. l-No.3

I

Ketera
ngrn

I 4 5 6 7 8 9

3 dst l. Orang

2. Orang

3. dst Orang

Iumlah
Orang

KPU

NO NAMA

I

2

3

4

5

JABATAN TAI{DA TANGAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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MODELBA3.1-KWK
PERSEORANGAII

BERITAACARA
HASIL PEI\IELITIAN ADMINISTRASI TERIIADAP DOKTJMEN DI,'KI,]NGAI\

PASANGAN CALON PERSEORANGAI\
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BTJPATI

OLEH PPS

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan Tahun dua ribu

bertempat di...................., Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian

administrasi terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati

auls ftlma :

l. CalonBupati :

2. Calon Wakil Bupati i

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan

,\ sebagai berikut :

a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model 8.1-KWK Perseorangan;

b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.l-
KWK Perseorangan dengan fotokopi identitaskependudukan;

c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati;

d. meneliti kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS

adalah sebagaimanapada LAMPIMN MODEL BA 3,1-KWK PERSEORANGAN.

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani

oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan rnasing-masing:

1. I (satu) rangkap untuk pasangan calon

2. I (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;

3. I (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;

4. I (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. I (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO NAMA JABATAI{ TAI{DA TAI\GAN

I Ketua

2 Anggota

3 Anggota
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LAMPIRAN
MODEL BA.3.I.KWK

PERSEORANGAI!

TABEL I
HASIL PENELITIAN ADMI]VSTRASI DTJKUNGAN

NO URAIAN
JUMLAH

BMS TMS

I
Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak
terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan/atau materai

2

Jumlah pendukung yang dimret karena nama dar/atau alarnat bersangkutan yang

tertera pada surat pemyataan dukungan (Formulir Model B.l -KWK Perseorangan)

tidak sesuai identitas kependudukan

3
Jumlah pendukung yang dicoret karena alarnat yang terteE pada identitas

kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan

4
Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas

kependudukannya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.l -

KWK Peneorangan)

5
Jurnlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tert€ra pada identitas

kependudukan yang be$angkuran tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS

6

Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak memenuhi syarat usia dan/atau status

perkawinan atau status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNVPolri, KPU, KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten, PPK PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu ProYinsi, Panwas

Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatln Penyelenggara

Pemilihan dan Pensawas Pemilihan

Jumlah

Keterrngrn :

BMS : Belum Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II
KESIMPULAII HASIL PENELITIAN {)MINISTRASI OLEH PPS

NO URAIAN
JUMLAH
ORANG

1

Jnmlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana

tercantum dalsm LrmPirrn Model BA.2- KWK Perseonngan kolom 8

2
lumlatt pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan tidak

memenuhi sverrt (TMS)

J
l.rmtatt p"naukung yang dinyatakan belam mcmcnuhl syarur (BMS) dan tetap dilakukan

penelitian faktual serta wsjib dihkukrn perbaikrn Padr mlsa pcrbaiksn

Ju-t"tr pe.d"ktng p""angan calon Bupati dan Wakil BuPati yan g dinyatakan WLL
!@- berdasa*an hasil Penelitian administrasi oleh PPS (No.l dikurrngi No'2)

NO NAMA JABATAI{ TAIIDATA}IGAI\

I Ketua

2 Anggota

3 Anggola
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MODELBA3.2-KWK
PERSEORANGAN

BERITAACARA
HASIL PEI\'ELITIAN FAKTUAL TERIIADAP DUKT]NGAI\I

PASAIIGAI\T CALON PERSEORANGAI\I
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BTJPATI

OLEHPPS

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan tahtm dua ribu
b€rtempat di ......................... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah

melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan

kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai

berikut :

a. Mendatangi s€tiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi

syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta

dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;

b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon
untuk menghadirkan seluruh p€ndukung di wilayah desa/kelwahan pada waktu dan
tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan,

dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagaimana pada Tabel I, LAMPIRAN MODEL
BA 3.2-PERSEOMNGAN.

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian
faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka ll, terhadap pendukung yang tidak
dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 10, PPS melakukan penelitian
faktual lanjutan, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung

Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di
wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan

meneliti kebenaran dukungan. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertam4 sebagaimana pada

Tabel II, LAMPIRAN MODEL BA 3.2-PERSEORANGAN.

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian

faktual lanjutan pertama s€bagaimana tercantum dalam Tabel II angka ll, terhadap pendukung

yang tidak hadir sebagaimana tercanturr dalam Tabel II angka 10, PPS melakukan penelitian

faktual lanjutan kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir

tersebut untuk datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna

mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedu4
s€bagaimanapada Tabel III, LAMPIMN MODEL BA 3.2-PERSEOMNGAN.
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Demikian Berita Acara dibuat 5 (ima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani

oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

l. I (satu) rangkap untuk pasangan calon

2. I (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Ca.lon ;
3. I (satu) rangkap untuk I(PU / Ikbupaten melalui PPK;

4. I (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. I (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO NAMA JABATAN TAI\DATAI\{GAN

I Ketua

2 Anggota

J Anggota
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LAMPIRAN
MODEL BA.3.2.KWK Pf, RSEORANGAN

TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAI\I PERTAMA

NO URAIAN JUMLAH

I
Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh pps
sebagaimana tercantum dalam I-AMPIRAN BA3.l-KWK Pcrscorrngstr, Trbel ll, Augka 4

2
Jumtah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung I (satu) pasangan calon dan
menyatakan dukungannya

3

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidrk mcnystrkrn dukungrnnyt tetapi tidrl
beNedis mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Fomulir Model 8.3- KWK
Perseorangan

4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ;

" 
tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta mernbubuhkan tanda tangan/capjempol- pada Formulir Model B.3-KWK Perseoransan

tidak membubuhkan tanda tangan/capjempol pada Formulir Model B.I-KWK Perseorangan dan
b menyatakan tidak mendukung serta bersedis/tidsk bersedia mengisi serta membubuhkan tanda

tangat/cap jemol pada Formulir ModelB.3-KWK Perseorangan

c

dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNl/polri,
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu provinsi, panwas

Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, Pega$"i Keseketariatan Penyelenggara Pemilihan dan
Pengawas Pernilihan

5

Jumlah pendukung Pasangan Calon Peneorangan yang mernberikan dukungan kepada lebih dari I
(satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK perseorangan kolom 6,
dan Ecnyetrkrtr Eeodukuog

o
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseoraogan yang memberikan dukungan kepada lebih dari i gatu)
pasangan calon sebagaimana terc€ntum dalam Lampiran Model BA.2-KWK perseorangan kolom 6, dan
meoyrtakrn tidrk merdukuog

7
Jumlah pendukung Pasangan Calon Pe$eorangan yang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali
kepada I (satu) pasangan calon pers€orangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya
dihitung I (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung

8

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali
kepada I (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya
dihitung I (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyarakan tidak
mendukung s€rta bers€dia mengisi Formulir Model 8.3-KWK Perseorangan

9

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali
kepada I (saru) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang b€rsangkutan hanya
dihitung I (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung sena tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK perseorarrgdr

l0 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidrk dEprt ditemui

ll Jumhh = No. 2 + No. 3 + No. 5+ No. 7+ No. 9

NO URAIAN JUMLAH

I
Jumlah dukungan Pasangan Calon Persoorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama
sebagalman tercantum dalam Tabel I angka 11

2
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mcndukung I (satu) pasangan calon dan
menyatakan dlkungannya

3

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya t€tapi
tidrk b€Ecdir mengisi serta membubuhkan tanda tangaD/capjempol pada Formulir Model 8.3-KWK
Persgorancan

Jumlah pendukung Pasangan Calon P€rsoorangan yang :

o tidak moryata&an dukungannya dan bemedia mengisi serta manbubuhkan tanda tangar/capjempol
- pada Formulir Model B.3-KWK Pers€onngan
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b

tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.I -KWK Perseorangan dan

menyatakan tidak mendukung serta bersedittidak bersedia mengisi serta m€mbubuhkan tanda

tangar/capiemol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan

c

dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNyPold,

KPU, KPU Pmvinsi dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas

Kabupaten, P was Kecamatan, PPL, P€gawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan

Pengawas Pemilihan

5

fu-tutr penOuLung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari I
(satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6,

dan metryrtrkrtr [eodukuog

6
lrmlat p.rart rng Pasangan calon Pers€orangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari I (satu)

pasangan calon sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6, dan

mcnyrtrktn tidsk mendukutrg

7
Jumlah pendukung Pasangan calon PeEeorangan yang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali

kepada 1 (satu) pasangan calon p€rseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya

dihitung I (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung

8

Jumlah pendukung Pasangan caton Perseorangan yang mernberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali

kepada I (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya

dihitung I (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak

mendukung s€rta bqs€dia mengisi Fomulir Model 8.3'KwK Pers€onurgan

9

Jumlah pendukung Pasangan calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali

kepada I (satu) pasangan calon perseorangan dan setanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya

dihitung I (satu) dukungan yang ditanukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak

mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model 8.3-KWK P€rs€orangan

t0
Ju-t"tt p"ndrk""g Pa"-g* C"ttn Pers€orangan yang tldrk hsdir pada waktu dan tempat yang t€lah

ditentukan

ll Jr-t"h dtk 
"g"" 

y""g di"ytt"kln mcmcnuhi syrr bcrdasarkan hasil pcnclitiu frkturl
hnlutrn (No.l +No. 2 + No. 3 + No. 5+ No. 7 +No. D

TABEL III
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

NO URAIAN JUMLAH

I
futt*ott aokurtgatt f*u"g3tt Calon Perseorangan b€rdasarkan hasil p€nelitian faktual pertama

s€bagaimana tercantum dalam Tebcl II angtg fl

2
lutrrfufr pertOutottg f*-gan Calon Perseorangan yang mendukung I (satu) pasangan calon dan

manyatakan dukunganny& _

3

lu*fuft p.nauf.*g Pasangan Calon Perseorangan yang tidrk menystrkrn dukungannyr

t€tapi tid;k bcrscdis mengisi serta manbubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Mod€l B'3-

KWK Perseorangan

4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Pcrseorangan yang :

)

o

-tiduk 

-"nyotuk'', dukungennya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jemPol
a 

pada Formulir Model B3-KWK Perseorangan

b

itd"k -".b"brhk- t""d" t .ganlcapjempol pada Formulir Model B'I-KWK Perseorangan dan

menyatakan tidak mendukung ssta b€rsedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda

tangan/cap jemol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan

dinyatakan tidak memenuhi syarat karcna status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNVPolri'

I(P'U, KPU ttovinsi dan KPU Kabupat€n, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu hovinsi' Panwas

c 
Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Peny€lenggara Pemilihan dan

Pengawas Pemilihan

,-l"lt p"td**S P^-g- Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari I

satu) pasangan calon sebagaimana t€rcantum dalam Lampiran Model BA'2-KWK Pers€orangan kolom 6'

lan mctryatakrtr mendukulg

p"nAut*g pu"-g Calon Pers€orangan yang memberikan dukungan kepada tebih dari I (satu)

ur caton se-bageimana tercantum dalam Lampiran Model BA'2-KWK Perseoranpn kolom 6' dan

ilkin tidrk mondukung
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7

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali

kepada I (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya

dihitung I (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung

8

Jumlah p€ndukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali

kepada I (satu) pasangan calon peneorangan dan selanjutnya dukungan yang benangkutan hanya

dihitung I (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak

mendukung s€rta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan

9

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali

kQada I (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjuhya dukungan yang bersangkutan hanya

dihitung I (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model 8.3-KWK P€rseomngan

l0 Jumlah pendukung Pasangan Calon PeF€orangan yang dicoret dari daftar dukungan kar€na tldrk
datrng ke PPS sanpai dengan batas waktu yang telah dit€ntukan

ll Jumhh Akhlr yrDg dhyrtrkrn mcmctruhl syrrrt bcrdtsirkm hrsil penelitirn f.ktud (NGl + No.

2+No.3+No.5+No.7+No.9)

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

I Ketua

2 Anggota

J Anggota
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MODELBA.+KWK
PERSEORANGAI\I

REKAPITULASI DUKI,'NGAII PASAI\GAI\ CALON PERSEORANGAI\I

DALAM PEIVtrLIHAN BUPATI DAI{ WAKIL BUPATI

DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari ini .............. tanggd ................ bulan Tahun dua ribu '..'...'..............
bertempat di ... ...... ... ... PPK ............... telah melaksanakan

rekapitr.rlasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan actual yang dilakukan

oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati

atas nama:

1. Calon Bupati i

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian

administrasi dan faktual, PPK ... telah rnelaksanakan kegiatan sebagai berikut :

l. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan

berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan

mengumumkan hasil rekaPitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitglasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud

angka I , ada / tidah a.ita*) keberatan dari pasangan caloMim penghubung/Panwas

Kecamatan

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 i*):

O PPK menerima dan melakukan pembetulan

n Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung
r-' 

tidak dapat menerim4 dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung

mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan'

l. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.l KWK-Perseorangan keberatan

danlatau kei adian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan

berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dafi PPS, sebagaimana terinci pada

LAMPIRAN MODEL BA-I.KIYK PERSEOMNGAN.
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Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

l. I (satu) rangkap untuk pasangan calon

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten

3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan

4. I (satu) rangkap untuk arsip.

Keteranean :
*) pilih salah satu
it; 6sri tanda [{] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

NO NAMA JABATAN TAI\DATAI\GAN

I Ketua

2 Anggota

3 Anggota

A Anggota

5 Anggota
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LAMPIRAN
MODELBA.+KWK
PERSEORANGA]\I

TABEL I
REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAII CALON PERSEORANGAN

DI TINGKAT KECAMATAN

NO URAIAN

JUMLAHORANG
JUMLAH
TOTALDESA/KEL DESA,/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA,iKEL

dst

I

tumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi

syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana

tercantum dalam jumlah ak*rir pada Lampiran Model B{3.2-KWK
Perseorangan Tabel III angka 11

2

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan

tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan

pembetulan oleh PPK

3

.l.rmlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah

dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan

pembetulan oleh PPK

^

.lumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat hasil

penelitian faktual dari daftar dukungan dalam formulir Model B.1-

KWK Perseorangan yang tidak ditandatangani oleh Pasangan

Calon Perseorangan dan trnps materai, dari setiap desa

5

Jumlah pendukung P$angrn Calon Perteorsngan hasil

rekapitulesi dukuDgsn tingktt kecrmatrn yrng diny.trkrn
memenuhi syorrt (No.l+No3) - No.2)
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TABEL II
R"EKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAI\

DI TINGKAT KECAMATAN

NO URAIAII
JUMLAH DUKUNGAI\

JUMLAII
TOTALDESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA,/KEL DESA/KEL

dst

I

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil
rekapitulasi dukungan tingkat kecsmatan yang dinyrtakan
memenuhi syarat

NO NAMA JABATAN TAI\IDATANGAII

1 Ketua

2 Anggota

J Anggota

4 Anggota

5 Anggota
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MODELBA.s-KWK
PERSEORANGAII

REKAPITULASI DUKTJNGAN PASAI\GAIT CALON PERSEORANGAI\

DALAM PEMILIHAN BTJPATI DAI! WAKIL BT'PATI

TINGKAT KABUPATEN

Pada hari ini .............. tanggd ................ bulan Tahun dua ribu ......................

bertempat di . . .... . ..... .... KPU Kabupaten ...... telah melaksanakan

rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen

dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati ............
atas nama:

l. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

. :1'-.'"::'"ifT"[*ffil#:il"#JTff: 
Kabupaterl KPU Kabupaten

l. Melaksanakan rekapitulasi Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten

berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana

dimaksud angka I , ada / tidah ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas

Kabupaten.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):

D KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan

n Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung

tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung

mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kabupaten.

4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.l KWK-Perseorangan

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat

Kabupaten, sebagaimana terinci pada LAMPIMN MODEL BA-1-KVK PERSEOMNGAN.
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Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani

oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

l. I (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan

pendaftaran;

2. I (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;

3. I (satu) rangkap untuk arsip; dan

Kelerangan :
*) pilih salah satu
**) b€ri tanda [{] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

NO NAMA JABATA]\ TANDA TANGAII

I Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota
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LAMPIRAN
MODELBA.'KWK
PERSEORANGAI\

TABEL I
REKAPITT'LASI DUKTJNGAN PASAI\iGAI\ CALON PERSEORANGAII

DI TINGKAT KABT]PATEN

NO URAIAN
JUMLAHORANG

JUMLAH
TOTALKec ,..,... Kec ...,... Kec ......, Kec ....... Kec ....... dst

I

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi
syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.4KWK
Perseorangen Trbel I angka 5

2

Jumlah pendukung Pasaagan Calon Peneorangan yong dicoret
dan tidak memenuhi syarat karma adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU Kabupaten

3

Jumlah pendukung Pasangan Calon Peneorangan yang ditambah dan
memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan
oleh KPU Kabupaten

Jumlah Pendukung s€bagaimana tercantum pada Lompiran Model
BA..I-KWK Perseorrngan Tabel I angks 4 dari s€tiap kecamatan,
yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa
membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon dan materai

Jumloh pendukung Pasrngan Calon Perseonrngan basll
rckrpitulrsl dukungan tlngkrt Kabupaten
(No.l+No3) - No.2)
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TABEL II
REKAPITULASI JUMLAII DUKUNGAN PASANGAI\ CALON Pf,,RSEORANGAN

DI TINGKAT KABUPATf,,N

NO URAIAN
JUMLAHDUKUNGAN

JUMLAH
TOTALKec ....... Kec ,...... Kec ....... Kec ....... Kec ,.,.,.. dst

I
Junlah pendukung Passng.n Calon perseorangan hasil
rekapituLsi dukungan tingkat Kabupaten

KPU

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

I Ketua

z Anggota

3 Anggota

Anggota

Anggota
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I-AMPIRAN
MODEL BA.HP.KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAI\I WAKIL BUPATI

Nrmo Calon Buprti :

Namg Cglon Wakil Bupati :

A SYARAT PENCALONAN

B SYARAT CALON

l. CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI

NO JENIS DOKtJMf,N

IIASIL PENELITIAN
KEABSAHAN DOXUMEN

ADA
IIDAK
ADA

TII'AK
MEMEI\II'IT

SYANAT

KETERANGAI
MEMENTJHI

SYARAT

I 4 5 6 7

CALON DART PARTAI POLITIK

I Model B KWK-Parpol

2 Model B.l KWK-Parpol

3 Model 8.2 KWK-ParDol

4 Model 8.3 KWK-Parpol

5 Model 8.4 KWK-Parpol

6
Surat Keputusan tentang Kep€ngurusan Pan8i Polilik
sesuai tingkatannya

CALON DARI PERSEORANGAN

I Model BA.5-KWK Perseorangan

2 Model B KWK - Perseorangan

3 Model B. l. KWK-P€rseonnsan

Model B.2. KWK-Perscorangan

5 Model 8.4. KWK-Perseorangan

NO JENIS DOKTMEN

HASIL PENELITIAN
KEABSAHAN DOKUMEN

AI)A TIDAK
ADA

TIDAK
MEMENT'HI

SYARAT

KNTFPAN':AA
Mf, }-I DN IIII I

SYARAT

I 4 5 o 1

I Naskah Visi, Misi, dan Program

z
Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten,
Kecarnatan dar/atau Tingkat Desa/Kelurahan

a Kabupaten

b Kecamatan

c Desa,/Kelurahan

3
Fotocopy Rekening khusus dana kampanye yang dibuat
dalam I (satu) bank
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2. NAMA CALON BUPATI :

NO JI,NIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN
KEABSAHAN DOKT]MEN

ADA
TIDAK
ADA

TIDAK
Mf,Mf,NTjIII

SYANAI

KETERANGA]\
MEMf,NIJHI

SYARAT

I 3 4 5 6 7

I Model BB.l KWK

2 Model BB.2 KWK

3 Model BB.3 KwK

Fotokopi IjazahlSTTB yang dilegalisasi oleh instansi yang

berwenang

a SLTA

bDt
c DII

d DIII

e DIV

f sl

cs2
hs3

5 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

a Surat Sehat Jasmani dan Rohanittl

b Surat Kelerangan Bebas Narkobar+)

c Sural Keterangan dari Pengadilan Negeri

tidak pemah dljatuhi pidana penjar4 tidak
I sedang dicabut hak pilihny4 dan tidak sedang

memiliki tanggungan utang

pemah dipidana penjara karena kealfaan ringan

" 
(culpa levis) dam/at alasan Wlitik (apabila

- calon pernah dipidana pnjara korena lrealpaan
ringan (c'ulpa levis) d4ry'atau alasqn politik)

d SKCK dari Polres

e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK

f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang
' dinyatakan pailit)

Fotokopi NPWP, tanda terima p€nyampaian SPTPP,
g dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

dari KPP

I NPWP

2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 Vd 2014)

? tands bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
'dariKPP

6 Forokopi KTP
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TIDAK
MDMENTJIII

SYARAT

masing-masing calon ukuran 4 x 6 (berwama),

masing-masing calon ukuran 4 x 6 (hitam putih),

Bakal Pasangan Calon ukuran 4 R/ 10,2x15,2

d Softcopy PasFoto : a"bdanc

Calon adalah Bupati, Wakil Bupari, Walikota dan

Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:

a Fotocopi surat p€ngunduran diri

Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah

diterima dan sedang dalam proses' yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Sumt Keputusan Pemberhentian yang diserahkan

paling lambat I hari sebelum penetapan pasangan

calon

Surat pemberitahuan pencalonan kepada
a 

Pimoinan PPVPPo/oPno

b Tanda Terima dari Sekrctarial DPR/DPD/DPRD

Calon adalah Anggota KPU, KPU hovinsi/KlP

KPU/KIP Kabupaten/Kota' Bawaslu' Bawaslu

Panwas Kabupaten/l(ot4 melsmpirkan Surat

p€mberhentian dari pejabat berwenang

Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa r)'

tanda tgrima surat Pemberitahuan
yang telah disampaiakan kePada :

BuDati/Walikota melalui Camat untuk Kepala

b Kepala Desa untuk Perangkat Desa

metampirkan bukti pengumuman sebagsi mantan

narapidsna yang dimuat pada surat kabar

lokaVnasional dan surat keterangan yang
a 

menyatakan bahwa calon yang besangkutrn

bukan scbagai pelaku kejahatan yang berulang;

ATAU

surat keterangan dari kepala lembaga

pemasyarakatan bahwa yang b€rsangkutan telah

b selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5

(tima) tahun sebelum dimulainya jadwal

*) Pilih salah satu
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3. NAMA CALON WAKIL BUPATI :

NO JENIS DOKUMEN

IIASIL PENELITIAN
KEABSAHAN DOKTIMEN

ADA
TIDAK
AI'A

MEMENTJHI
TIDAK

MEMEIITJIII
SYARAT

KETERANGAT\

SYARAT

I 2 5 6 1

I Model BB.l KWK

2 Model BB.2 KWK

3 Model BB.3 KWK

Fotokopi Ijazah/STTB yang dilcgalisasi oleh instansi yang

berwenang

a SLTA

bDI
cD[
d DIII

e DIV

f sl

ss2
hs3

5 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

a Surat Sehat Jasmani dan Rohani'r)

b Surat Keterangan Bebas Narkoba* | )

c Sumt Keterangan dari Pengadilan Negeri

tidak pemah dijatuhi pidana penjar4 tidak
I sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang

memiliki tanggungan utang

p€rnah dipidana p€njara karena kealfaan ringan

^ (culpa levis) darn/atau alasm plitik (apabila
' calon pernah dipidana pnjara karena healpaan

ingan (c'ulpa leis) d4n/atau alasan politik )

d SKCK d&ri Polr€s

e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK

r Surat Ket€rangan dari Pcngadilan Niaga (tidak sedang
' dinyEtakan pEilit)

Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP,

g dan tanda bukti tidak mempunyai trnggakan pajak

dari KPP

I NPWP

2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 Vd 2014)

i tanda bukti tidak mcmpunyai tunggakan pajak
- dari KPP

6 Fotokopi KTP
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NO JENIS DOKUMEN

HASIL Pf,NELTTIAN
Kf,ABSAHAN DOKUMEN

ADA
TIDAK
ADA

Mf,Mf,NTIHI
SYARAT

TII'AK
MEMEN'UHI

SYARAT
I 4 5 6 7

7 Pas Foto :

^ masing-masing calon ukuran 4 x 6 (berwarna).

" seiumlah 4 lembar

|r masing-masing calon ukuran 4 x 6 (hitam putih),
- seiumlah 4 lembar

^ Bakal Pasangan Calon ukuran4R/ 10,2x15,2- (berwarna), sejumlah 2 lembar

d Softmpy Pas Foto : 4 b dan c

8
Apabila Calon adalah Bupali, Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:

a Fotocopi surat p€trgunduran diri

Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah
b diterima dan sedang dalam proses, yang

ditandatangani oleh pejabat yang b€rwenang

Surat Keputusan Penberhentian yang diserahkan
c paling lambat I hari sebelum penetapan pasangan

calon

9 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:

" Surat p€mb€ritahuan pencalonan kepada- PimDinan DPR/DPD/DPRD

b Tanda Terima dari Sekretarial DPR/DPD/DPRD

l0

Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwas Kabupateo/Kota" melsmpirkan Surat
Keputusan pemberhentian dari pejabat berw€nang

ll
Apabila Calon adalah Kepala Desar'Perangkar Desa *),

melampi*an tanda terima surat pemberitahuan
p€ncalonan yang telah disampaiakan kepada :

" ft3;tilWntitot" 
melalui camat untuk Kepalg

b Kepala Dcsa untuk Perangkat Desa

t2 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana

melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan
narapidana yang dimual pada surat kabar

_ lokaVnasional dan surat keterangsn yanga 
menyatakan bahwa calon yang irsangkutan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
ATAU

surat keterangan dari kepala lembaga
pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan t€lah

b sclesai menjalani pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun sebelum dimulainya jadwal
Dendaffaran

t) Pilih salah sstu

'*) Hasil Penelitian berupa Memenuh Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

No Nama Jabatan Tanda T|ngrn

I Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

Wonogiri,
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LAMPIRAN
MODEL BA.IIP PERBAIKAN. KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati :

Nama Calon Wakil Bupati :

A SYARAT PENCALONAN

B SYARAT CALON

1. CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI

NO JENIS DOKIIMEN

IIASIL PENELITIAN
KEABSAIIAN DOKUMEN

ADA
TIDAK
ADA

TIDAK
MEMENUIII

SYARAT

KFTFEAN|lAA
MEMENUHI

SYARAT

I 5 6 7

CALON DARI PARTAI POLITIK

I Model B KWK-Parpol

2 Model B.l KWK-Parpol

3 Mod€l B.2 KWK-Paryol

Model 8.3 KWK-Parpol

5 Model B.4 KWK-Parpol

o
Surat Keputusan tentang Kcp€ngurusan Partai Politik
sesuai tingkatannya

CAION DARI PERSEORANGAN

I Model BA.S-KWK Perseorangan

z Model B KWK - Perseomngan

3 Model B.l. KWK-Perseorancan

Model B.2- K WK-Perseorangan

5 Model 8.4. KWK-PeBmrangan

NO JENIS DOKTIMEN

HASIL PENELITIAN
KEABSAHAN DOKUMf,N

ADA
TIDAX
ADA

TIDAK
MEMENUET

SYARAT

KETERANGAI\
MEMENUHI

SYARAT

I 2 3 6 7

I Naskah Visi, Misi, dan Prograrn

2
Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten,
Kecamatan dar/atau Tingkat D€sa/Kelurahan

a Kabupaten

b Kecamatan

c Desa,Kelurahan

3
Fotocopy R€kening khusus dana kampanye yang dibuat
dalsm I (satu) bank
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2. NAMA CALON BUPATI :

NO JENIS IX)KTIMEN

HASIL PENf,LITIAN
KEABSAITAN DOKUMEN

ADA
TII'AK
ADA

MEMNNIIIfI TII'AK KT'TNPAN(lAN

SYARAT
MEMENUHI

SYANAT

I 3 4 6 7

I Model BB.l KWK

2 Model BB.2 KWK

3 Model BB.3 KWK

4
Fotokopi IjazzhlSTTB yang dilegalisasi oleh insansi yang

berwenang

a SLTA

bDI
c DII

d DIII

e DIV

f sl

oS?

hs3

5 Dokumen yang dilerbitkan Instansi lain, antara lain :

a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*+)

b Surat Keteransan Bebas Narkoba* * )

c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri

tidak pernah dijatuhi pidana penjara tidak
I sedang dicabut hak pilihny4 dan tidak sedang

memiliki tanggungan utang

p€mah dipidana penjara karena kealfaan ringan

, (culpa levis) dar/atau alasalr politik (apabila
- calon pernah dipidana penjara karena kealpaan

ringan (calpa levis) dan/atau alasan politik )

d SKCK dari Polres

e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK

. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang
' dinyatakan pailit)

Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP,

g dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

dari KPP

I NPW}

2 SPTPP. 5 tahun terakhir (2010 Vd 2014)

1 tanda bulli tidak mempunyai tunggakan pajak
- dari I(PP

6 Fotokopi KTP
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masing-masing calon ukuran 4 x 6 (b€rwarna),

masing-masing calon ukuran 4 x 6 (hitam putih),

Bakal Pasangan Calon ukuran 4 R / 10.2 x 15,2

d Softcopy PasFoto : 4 bdanc

Calon adalah Bupati, Wakit Bupati, Walikota dan
Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:

a Folocopi surat p€ngunduran diri

Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah
diterima dan sedang dalam proses, yang
ditandatangani olch pejabat yang b€rwenang

Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan
c paling lanbat I hari sebelum penetapan

calon

, Surat p€mberitahuan pencalonan kepada- Pimpinan DPRr'DPD/DPRD

b Tanda Terima dari Sekretariat DpRi/DpD/DpRD

Calon adalsh Arggota KPU, KPU provinsil(Ip
KPU/KIP Kabupaten /Kota, Bawaslu, Bawaslu

Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat
pemberhentian dari pejabat berwenang

Calon adalah Kepala Desa./Perangkat Desa r),
tanda terima surat pembcritahuan

yang telsh disampaiakan kepada :

BupatiA[alikota metalui Camar untuk Kepala
Desa

b Kepala Desa untuk Perangkat Desa

melampirkan bukti pcngumuman sebagai mantan
narapidana yang dimuat psda surat kabar

" 
lokaUnasional dan surat keterangan yang
menyatakan bahwa calon yang bcnangkutan
bukan sebagai pelaku kejaharan yang bcrutang
ATAU

surat keterangan dari kepala lembaga
pemasyarakatan bahwa yang benangkutan telah

b selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun sebelum dimulainya jadwal
pendaftaran

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN
KEABSAHAN DOKTIMEN

NO

ADA
TIDAK

TIDAK
ADA SYARAT

SYARAT
I 2 3 4 6 7

7 Pas Foto ;

8

9 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DpD/DpRD:

l0

ll

t2 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana

*) Pilih salah satu

'.) Hssil Penelitian berupa Memenuh Syarar (MS) atau Tidak Mgmenuhi Syamt (TMS)
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3. NAMA CALON WAKIL BUPATI :

NO JENIS DOKT]MEN

HASIL PENELITIAN
KEADSAHAN DOKTTMEN

AI'A TIDAK
ADA

TIDAK KETERANGAI\
Mf,MENUHI

SYARAT
SYARAT

I 4 6 7

I Model BB.l KWK

2 Model BB.2 KWK

3 Model BB.3 KWK

Fotokopi IjazaVSTTB yang dilegalisasi oleh instansi yang
ben{enang

a SLTA

bDI

C DII

d DIII

e Dlv

f sl

gs2
hs3

5 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain ;

a Surst Sehat Jasmani dan Rohanit*)

b Surat Keterangan Bebas Narkobar*)

c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri

tidak pemah dijatrhi pidana penjar4 tidak
I sedang dicabut hak pilihny4 dan tidak sedang

memiliki tanggungan utang

pemah dipidana penjara kar€na k€alfaan ringan

, (cuf pa levis) dan/atau alalrlrr plitik (qabila
- calon pernah dipidana penjara karena tcotpoan

ringan (ctlpa levis) dsry'atoa qlasan politit )

d SKCK dari Polres

e Surat Tarda Terima penyerahan LHKPN dari KpK

f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang' dinyaokan pailit)

Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SpTpp,
g dan tanda buhi tidak mempunyai tunggakan pajak

dari KPP

I NPWP

2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 201 4)

1 tanda bukti tidak mernpunyai tunggakan pajak- dari KPP

6 Fotokopi KTP
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NO JENIS DOKTIMEN

IIASIL PENELITIAN
KEABSAHAN DOKUMEN

ADA
TIDAK
ADA

TIDAK
MDMENUHI

SYARAT

I{tTtaaNcat\
MEMf,NT,IHI

SYARAT

I 3 4 o 1

7 PasFoto:

4 masing-masing calon ukuran 4 x 6 (berwama),
- sciumlah 4 lembar

,., masing-masing calon ukuran 4 x 6 (hitam putih),
- seiumlah 4 lembar

^ Baksl Pasangan Calon ukuran 4 R / 10,2x15,2- (berwama), seiumlah 2 lernbar

d Softcopy PasFoto ;a"bdanc

8
Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan

Wakil Walikora yang mencalonkan diri dari daerah lain:

a Fotocopi surat p€ngunduran diri

Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah

b diterima dan sedang dalam proses, yang

ditandatangsni oleh pejabat yang berwenang

Surat Keputusan P€mberhentian yang diserahhan
c paling lanbat I hari sebelum penetapan pasangan

calon

9 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:

^ Surat pemb€ritahuan pencalonan kepada

" PimDinan DPR /DPD/DPRD

b Tanda Terima dari Sekretariar DPR/DPD/DPRD

l0

Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi./KlP

Aceh, KPU/KIP Kabupat€n/Kota, Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Panwas Kabupat€n/Kota" m€lampirkan Sural
Keputusan p€mb€dlentian dari pejabat berwenang

ll
Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa r),

melampirkan tanda terima surat pemb€ritahuan

pencalonan yang telah disampaiakan kepada :

a BuFtiAvalikota melalui Camat untuk Kcpala

b Kepala Dcsa untuk Perangkd Desa

1'' Apabila Calon adalah Mantan Narapidana

melampirtan bukti pengumuman sebagai mantan

narapidana yang dirnuat pada sumt kabar

^ lokaVnasional dan surst keterangsn yango 
menyatakan bahwa calon yang bersangkutan

bukan sebagai pelaku kejaharrn yang berulang;

ATAU

surat keterangan dari kepala lembaga
pemasyarekatan bahwa yang bersangkutan telah

b selesai menjalani pidana p€njara paling singkat 5

(lima) tahun sebelum dimulainya jadwal
pendaftaran

*) Pilih salah satu
rt) tlasil Penelitian berupa Memenuh Syarat (MS) arru Tidak Memenuhi Syarst (TMS)
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KOMTSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOCIRI

No Namr Jabatsn Trndr Trngrn

I Ketua

2 Anggota

3 Anggota

Anggota

) Anggota

Wonogiri,
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LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN

PASATIGAN CALON BUPATI DAI\ WAKIL BUPATI
LAMPIRAN

MODEL TT. I .KWK

1. ldcDdtrs Crloo Buprti
Nama

Alamat

Nomor Telepon

2. ldctrtltas Cdon Wakll Buprtl
Narna

Alarlat
Nomor Telepon

3. Wrktu Pcnycrrhen Dokumcn Pcndeftaren

Hsri

Tanggal

Waktu

(Nomor 4 dibl opabila Posangaa Cobn Ar.Eul oleh Psrtoi Pol ivcabu|go,t Partal Poudkl

4. Prrtli Politik rtau Grbungsn Psrtel Politik r) pcngusul :

!

NO PARTAI POLITIK AI-AMAT KANTOR
PIMPINAN

NOMOR TELf,PON
KANIOR PIMPINAN

NOMOR KEPUTUSAN
PIMPINAN TINGKAT

PUSAT DAN/ATATJ
XEPUTUSAN

PIMPINAN TINGKAT
PROVINSI TENTANG

KEPENGURUSAN

TANGGAL
KEPUTUSAN

PIMPINAN TINGXAT
PUSAT DAN/ATAU

Kf,PUTUSAN
PIMPINAN TINGKAT
PROVINSI Tf,NTANG

KEPENGURUSAN

NOMOR Kf,PUTUSAN
PIMPINAN TINGXAT

PUSAT TEN"TANG
PERSETUJUAN

PASANGAN CALON

TANrcAL
Kf,PUTUSAN

PIMPINANTINGKAT
PUSAT Tf,NTANG

PERSETUJUAN
PASANGAN CALON

I 2 l 1 s 6 1 8

I

2

l

)
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A SYARATPENCALONAN

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

TIDAKMEMENUHI
SYARAT

CALON DARI PARTAI POLITIK

Model B KWK-ParPol

Model B.l KWK-ParPol

Model B.2 KWK-ParPol

B.3 KWK-ParPol

Politik sesuai

Model BA.S-KWK Perseorangan

Model B. l. KWK'Perseorangan

Model 8.2. KWK'Perseorangan

Model B.4. KWK'Perseorangan

{
(,l

B SYARATCALON

1. CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI

nama Tim Kampanye Tingkat f*uput"n,K""urnut* dt/m Tin*tt ffi

[ekening khurur d*u

Visi. Misi, dan Program

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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,)

2, CALONBUPATI

NO JENISDOKUMEN
HASIL PEMERIKSAAN

KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN

ADA TIDAKADA
t 2 3 4 5

I Model BB.l KWK

2 Model BB.2 KWK

5 Model BB.3 KWK

4 Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

a SLTA

bDI
c DII

d DIII

e DIV

fsl
cs2
hs3

) Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*r)

b Surat Keterangan Bebas Narkobar*)

c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri

I tidak pemah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki
' tanggungan utang

, pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dam/atau alasan politik (apabila calon
' pernah dipidana penjara karena lrealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik )

d SKCK dari Polres

e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK

f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)

\,1
ol

)
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NO JENIS DOKUMEN
IIASIL PEMERIKSAAN

KELENGXAPAN DOKUMEN KETERANGAN

ADA ITDAK ADA
I 2 3 4

" 
Fotokopi NPWP. tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari6 KPP

I NPWP

2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 Vd 20 I 4)

3 tanda buhi tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP

o Fotokopi KTP

7 Pas Foto :

a masing-masing calon ukuran 4 x 6 (berwama), sejumlah 4 lembar

b masing-masing calon ukuran 4 x 6 (hitam putih), sejumlab 4 lembar

c Bakal Pasangan Calon ukuran 4 R/ 10,2 x 15,2 (berwama), sejumlah 2 lembar

d Softcopy Pas Foto :4 b dan c

8
Apabila Calon adalab Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang
mencalonkan diri dari daerah lain:

a Fotocopi surat pengunduran diri

h Surat Keterangan bahwa pengunduran diritelah diterima dan sedang dalam proses. yang ditanditangani- oleh pejabat yang berwenang
o Apabila Calon adalah Anggora DPR/DpD/DpRD:

a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD

b Tanda Terima dari Seketariat DPR /DPD/DPRD

l0
Apabila calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi,iKlP Aceh, Kpu/KIp Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwas KabupatedKota" melampirkan surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang

ll Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa r), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan
yang telah disampaiakan kepada :

a Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa

b Kepala Desa untuk Perangkat Desa

{
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NO JENIS DOKUMEN
HASIL Pf,MERIKSAAN

KELENCIC{PAN DOKT]MEN Kf,TERANGAN

ADA TIDAK ADA
I 2 3 1

t2 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana

nelampirkan buki pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokavnasional
a dan surat keterangsn yang menyatakan b€hwa calon yang bersangkutan bukan sebagai p€laku k€jahatan

yang berulang; ATAU

h surat keterangsn dari kepala tembaga pernasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani- pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainyajadwal pendaftaran
r) Pilih salah satu

") Dokunen akan diserahkan oleh Rumah saki, Penerin ah yang dituniuk oteh KPU Kabupoten dan hasilnya adalah berupa Menenuhi Eart (Ms) atqu Tidak Menemhi Syarat (TMS)

3. CALON WAKIL BUPATI

NO JENIS DOKUMEN
HASIL PEMERJKSAAN

KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN

ADA TIDAK ADA
I

5
I Model BB.l KWK

2 Model BB.2 KWK

3 Model BB.3 KWK

4 Fotokopi ljazah,/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

A SLTA

bDI
C DII

d Dln

e Dlv

f sl

ss2
hs3

)
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NO JENIS DOKUNTEN
IIASIL PEMERIKSAAN

KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN

ADA TIDAK ADA
I 2 { 5

5 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

a Sural Sehat Jasmani dan Rohani**)

b Surat Keterangan Bebqf Narkobatr)

c Surat Ketenngan dari Pengadilan Negeri

1 tidak pemah dijstuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihny4 dan tidak sedang memiliki- tanggungan utang

, pemah dipidana penjara ksrena kealfaan ringan (culpa levis) dam./atsu alasan politik (apabila calon- pernah dipidana penjara korena healpaan ringan (culpa levis) dan/atau alqsqn politik )
d SKCK dari Polres

e Surat Tanda Terima penyenhan LHKPN dari KPK

f Sumt Ketersngan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)

" 
Fotokopi NPWP. tanda terima pcnyampaian sprpp, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari5 KPP

I NPWP

2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)

3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kpp

6 Fotokopi KTP

7 Pas Foto :

a masing-masing calon ukuran 4 x 6 (berwama), sejumlah 4 lembar

b masing-masing calon ukuran 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar

c Bakal Pasangan Calon ukuran 4 R / 10,2 x 15,2 (berwama), sejumtah 2 lembar

d Softcopy Pas Folo : a, b dan c

8
Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupari, Walikota dan Wakil Walikota yang
mencalonkan diri dari daerah lain:

a Fotocopi surat pengunduran diri

h Surat Ketersngan bahwa pengunduran diri t€lah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangan-- oleh pejsbat yang berwenang

!(o
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HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

Apabilaculonud"l@
a Surat pemberitahuan pencalonan kepada pi@

b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD

Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/I(ota' Bawaslu, Bawaslu

Provinsi. Panwas t<aUupaienncota melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang

Apabila calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan

yang telah disamPaiakan kePada :

a Bupati/Walikota qglqllltarnut *tuk

b Kepala Desa untuk Perangkat Desa

Apabila Culon ud4uh I=t* Nu*Pfu
melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional

dan surat k€terangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan

zurat keterangan dari kepaia lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani

pidana penjara puling tingkut 5 (li.u) tfi

'r) Pilih salah satu

..) Dotunenatstdirerdrtut oLh ktdtsdt penefbta!,y@a6tldoteh KPU Kabqden tn,vt ntta adatah benpa Me erfh syoat (MS) dauTl&LMetgmhi $ta@ 1TLfS).

@o
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LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN

PASA}IGA}I CALON BTJPATI DAN WAKIL BUPATI
LAMPIRAN

MODELTT.2.KWK

l. Idcntites Celon Bupati

Nama :,....................

Alamat :.....................

Nomor Telepon : .....................

2. Identites Celon Wakil Bupati

Nama

Alamat

Nomor Telepon

3. Wektu Penyerahen Dokumen Pendaftarrn

Hari

Tanggal

Waktu

A SYARATPENCALONAN

@
P

NO JENIS DOKUMEN
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

KETERANGAN
ADA TIDAKADA MEMENUHI

SYARAT
TIDAKMEMENUHI

SYARAT
I 2 3 4 5 6

CALON DARI PARTAI POLITIK

I Model B KWK-Parpol

2 Model B.l KWK-Parpol

3 Model B.2 KWK-Parpol

4 Model 8.3 KWK-Parpol

5 Model B.4 KWK-Parpol

6
Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai

tinpkatannya

)
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oo
tJ

NO JtrNIS DOKUMEN

HASIL PENELITTAN KELENGKAPAN DOKUMEN
KETERANGAN

ADA TIDAK ADA
MEMENUHI

SYARAT
TIDAK MEMENUHI

SYARAT

I 2 3 4 6 7

CALON DARI PERSEORANGAN

I Model BA.s-KWK Perseorangan

2 Model B KWK - Perseorangan

3 Model B. l. KwK-Pe6eoranga!

4 Model 8.2. KWK-Perseoftugan

5 Model B.4. KWK-Perseorangan

B SYARATCALON

1 CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI

JtrNIS DOKUMf,N

HASIL PEMERIKSAAN
KELENGXAPAN DOKUMEN KETERANGAN

NO
ADA TIDAK ADA

J 4 5
1

I Naskah Visi, Misi, dan Program

2 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan/atau Tingkat Desa/Kelurahsn

" K"b,rp"*
b Kecamatan

c Des&/Kelurahan

l Relcnino khrrsus dena kamoanve vanc dibuat dalam I (satu) bsnk

2. CALON BUPATI

JEMS DOKUMEN

HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN

NO
ADA TIDAK ADA

4

Model BB.l KWKI

2 Model BB.2 KWK

3 Model BB.3 KWK

I
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